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PERANAN UNDANG-UNDANG PORKOK AGRARIA
PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHAP 11

PENDARUILUAN

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) vang 'diundangkan
pertamna kalinya tanggal 24 September 1860, hinggsa
sekarang inl uvusias UUPA sudah lebih dari tigs dasawasrsa.
Suaty usia vang cukup dewasa bsgi sebuah peraturan. Namun
dalam usia  yeang ke 34 tahun ini ternvats UUPA masih
dirasa mengandung  banyak wmasalah  dan masih belum
gepenubhnys terlskasana dengan baik di dalam magyaraksat.,

Ads bervbagal macam perdapat vang mengulas tentang
bl tersebut di stss, vang antara lain menyatakan bahwa
penvebabrva adalah
1. Kaitdah hukum yang dimaksud terlalu idealis sifatnyvs

sehingga sulit untuk direalisir dalam praktek
pelaksanaannya.

Z . Hater5 Buakoam yvang ada pada UUPA kurang sesuvai  dengan
realita.

3. UURA  hanva mewmusat ketentuan pokoknyva =saja, dengan
merumiskan  materi  hukum dalam garis besarnva sada
sedanghkan  untuk pelaksanasnnva lebih lanjut distur
dalam  berbagal peraturan pelakssna atsn  setidaknyva
tergantung pada sturan pelakssanaan vang dimaksud.

Masalah  vang timbul kemudian adalah : Apakah UUPA

masih scsuail dengan kebutuhan dan masih biss  menzmpung

permagalahan yang akan timbul dimasa mendatang, setelah

kita menvelegaikan 25 tahun tahap pertama pembangunsn

Jangha paniang dan akan dilanjutkan kemudian dengan tahap

vang hkedusa ¢
Dengan  keadaan yang demikian maks, betapa UUPA
disanggap meniadi penghambat dalam bidang-bidang

pembangunanan vang kini tengah di laksanakan.
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IT. PLERM A A LALAN

Undang-undang Pokok Agrarise (UU Ho. H Tahun 1860)
gobagai unndang-undang vyvang bersifat HNasional vang

oegr s trn
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mengatury mazgalah  pertanshan di  Indonesis dianggap
prinsipiil i dalam negara Republik Indonesia, sehingga
HUPA sangat diharapkan persnannya. Apalagl cdalam mass
pembangunsn sepertl sekarang ini dimana pembangunan di
fndonesia  telah memasuki Pembangunan Jangka Panjang
Tanhap T1.

Herkenaan dengan  peranannya dalam pip I1,
permasalahan  yang akan dibahas dalam makalah ini dapat
dirumuskan sebagal berikut
1. Bagaimenakah posisi UUPA sgebagail ‘ketentuan hukum

Agraria vang bersifat Nasional di Indonesia ?

2. Bagaiwmanakah peranan UUPA dalam Pembangunan Jangka

.
i
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PEMHBAHNADL AN
1. POSISI UUPA SEBAGAT KETENTUAN HURUM AGRARIA YANG

BERSIFAT NASIONAL DI INDONESIA

Undang-undang Pokok Agrasrisa wmerupskan suatn
peransikat hukam vang melandasi kebijakan pewmerintah di
Lidang pertanshan.  Khnses nntuk  masslah  pertanahan
dasar  apecusnnya adalah pada ketentuan pasal 33 ayat 3
HUD 1945, vang menvebutkan

Fumi =ir dan kekayvaan alam vang terkanduang di
dalamnva dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-hegarnya kemakmuran rakyvat. '

Netentuan ini s=sebagsi damar vang merupakan
filosdfi hangsa Indonesia dalam memandang bumi, air
(Lermasul. Jdugs ruang anghkasa) dan  kekavaan alamnys
vang dituiuksn untuk kemskmuran rakyat. Sehingga suatu
keharusan bahwa seluruh produk hubkum yang menyvangkut
kemakmnuran  rakyat harus bermuars  kepada ﬂikép darn
pandangan tersebut di atas.

" Peniabaran dari ~ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD
1945 tersehbut, di dalam UUPA dituangkan dalam pasal 2
avat, & YU Ho. 5 tahun 1980. $edangkan isi dari
ketentuan pasal 2 ayat 2 UUPA adalah menvebutkan

bhahwa

“Hak menguasal oleh negara ini memberi kewenangsn kepada
negara untuk

FRTAIGNR LISRNRE-G cor Farde AJTANIE 0 S ipbshgunan Jangha Fsmang Tehep 1

a. mengatur dan menyelenggarskan perunktukan,
penggunaan persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang anglasa ;

ix. menentukan dan mengatur hubungan-htubungan
hukum antara orang-orang dengan bumi,
airv, dan ruang angkzsas

¢, menentukan dan mengatur hubungan-hobungsan
hukum  antaras orang-orang dan  perbunatan-
perbuatan hukum vang mengensi buwi, air
dan ruang angkasa'. '

JUFA  antara lsin meletakkan dasar-dasar bagi

pernvusanan hukum pertanahan nasionsal vyang merupakan
alal untuk membaws kemakmuran dan keadilan bagi negarsa
dan rakvat. UU ini bertujuan jugsa memberiksn kepastian

hakum wengenal hak-hak atss tanah bagl rakyat. Karens




tanah  buagi masyarakat Indonesia  adalab werupakan
karmnié Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab  1tu  tanah
harns  dimanfaatksn  untuk kesejahteraan- bangsa dan
masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatskan bahwa UUPA adalah
merupakan undang-undang yang melsksanakan pasal 33
ayal 3 UUD 1845, dimans atas dasar ketentuan pasal 33
ayat 3 UUD 1945 maks bumi, sair dan ruang angkassa
termasuk kekayasan alam yvang terkandung di dalamnya
pada Lingkatan tertinggl dikuasai oleh nedara sebagal
organisasl kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayvat 1
UUPAY .

Jadi  dasar berlakunya dan legslitas UUPA  adalah
pasal 33 .ayat 3 UUD 1945,

Akan'tetapi sudah lebih dari seperempat abad usia
HUPA, penegakan hulkum tanah tetap belﬁm berialan
sebagaimana yvang diidam-idamkan. Masih terjadinva
penguasaan  tanah  yang melampaui batas maksimum di

~berbagai tempat. Masalah tersebut bukan semata-mats
Lerletak pada lemahnya kesadaran hukum, tapi vang
Lerpenting  hal  demikian  adalabh  werupakan massalah
so@sinal, ekonowmt, bahkan politik. Tanpa mencoha
mengolasi massalah-masalabh  tersebut -penegakan  hukum
Agravia sulit untuk diselenggarakan.

Selamns 34 tahun keluarnya UUPA ini dalam
pelaksanaannya tidak dapat berjsalan dengan baik vyaitu
dengan tidak pernah atau Jarang dibuatnya undang-
undang  dan peraturan pelaksananys dalam berbagai
bentuk misalinya © Keppres, SK Menteri, dsn  lain-lain.
Jadi vang sebenarnya dipermasalahkan adalah kurangnysa
undang-undang pelaksananya dﬁn peraturan-peratutran
vang tebih rendah.

Ketiadaan ini wmenyebabkan pelaksanaan undang-
nndang  pokok ini menjadi rancu, wmisalnya tumnpang
tindih  delam penunjukkan ﬁtas tanah (untuk KkKawasan
peramahsn,  pertanian, transmigrasi; roertanbangan,

kehutanan, industri, perkotaan, dan lain-lain).

Dmpopey, Meoispmos
Ferates Uranv-ung

2 Fuind Sorarta Fapa Pembapgungn Jangka Panjang Tahap 11 _ it



Peranan roang=umiang v i

.Hatu hal vsng sangat penting dalaw UUPA  dan
diperliunkan dalsn  pencapaian cita-cita kemerdekaan
untuk wencapsl masvarakat adil dan  makmur melalui
pembangunan yaitu tanah tidsk memiliki fungsi
kowersial tetapi Juga fungsi sosial. Pasal & UUPA
menyebutkan bahwa @ "Semua hak atas tanah memnpunyai
fungsi sosial”. Hak milik perseorangan diakui dan
penanfiaatannva Lidak boleh hertentangan dengan
kepenhiingan umuam.

Tanah berdassarakan UUPA mempunysai fungsi smosial,
artinva walaupun btanah itu miliknya, tetapi =suatu saat
harus rela melepaskan sebagian atan selurubhnva  Jjiksa
dipergunskan untuk kepentingan vang lebih besar
kemanfaatannya dan dava gunanya. Akan tetapl karens
ketidak jelasan peraturan pelaksananya wmewmbuat fungsi
sosial  menjadi  tidak terlaksana. Dan dari wakiu ke
waktn dengan gampang fungsi sosial ini  dapat diubah
begitn gaja menjadi komersial.

2. PERANAN UUPA DALAM PEMBANGUNAN JARGKA PANJANG TAIIAP
(PJIPT)Y 11

Era PJIPT 11 s=sebagal era tinggal landas bagi
hangsa Indonesia adalzah merupsakan era vyang ditandail
dengan'makin pesatnya pembangunan nasional dengan cirid
ideal  dan kemandirisn yaitu berbuwpu  pada kekuatan
gend iz,

Pembangungn Jangks Panjang Il berarti puls wmakin
Jauhnya bangsa Indonesia memasuki industrialisasi dan
wodernisasy  dil segala bidang. Itu semuwa dimaksudkan
untuk wmewuindkan manusia dan wasyarakat Indonesis yvang
geomakin berkualitas, baik dalam aspek Ffisik manpun non
fasmik.

Agpek  Pisik meliputi semakin memadainya sarans

transportasiy,.  bersgamnova pilibhan pesmenubhan kebutuhan

e nebhagaanya . SBedangkan  aspek nonfisik berups
terbentuknysa sikap mental manusia yang lebih

Agraris Pada Pembengunan Jangka Panjang Tahap 11 s



Peranan Undangmuiing S,

wannsiawi, tinggl derajat imannys, penguasaan iptek,
serta sikap mental dalam bermasyarakat baik ia sebagail
wargs negara maupun sebagal wargs dunia:

Dalam segi fisik, dengan keberhasilan modernisasi
dimans ditandainya dengan semakin banyak dibangunnya

pabrik-pabrik, pelebaran dan perpanjangan Jalan raya,

gerts murculnya bangunan-hangunan, resl eztate,
‘bendungan dan  lain-lain, tentunya sangat banyak

membutuhkan ratusan ribu hektar areal tanah.

Masalabh fanah menjadi sangat menonjiol karena
adanva  kepentingan vyang saling bertentangan sécarp
tajam. Pada satn sisi masyarakat melihat Lanah
sebagal =suatn yvang magié, karena ¢gi sana adsa simbol
sheatus  sosial yangd dimiliki serta kepastian mass
depan. Dulam magvarakat Jawa dikenal istilah "sedumuk
bathuk senvari bowmi, Ltelkan pati desn lakoni”. Artinva,
apapun  keciltnya haws Lanah, akean dibela  hinggas wati
sekalipnu.

Pada =isi lain, seiring dengsn perubshan tats
kehidupan masyarakat, arti tanah oleh kelompok
tertentu vaitu @ konglomerat, spekulan tanah, calo
dan sebagsinya, tanah berarti sebuah kowmoditi bisnis.

Tansh adalab asset ekonowis vang bernilai tinggi.
Sehindga mwasalah tanah inil sangsatlah peka dan mudsh
gekalli menimbulkan persengketasan.

Di dalam Tata Urutan Perundangan di Indonesia,
Pembubkaan UUD 1945 adalah merupakan bsgian yang tidak
berpisabkan dari UUD 1945 itu sendiri, dengan kata
lain  bahws  Pewmbuksan dengan Batang Tubuhnya adalah
mernpakan  satu Kesatuan yang tidak dapat- dipisah-
pigahkan. Pancasilsa yang pada Pewbukaan  UUD 1845
adalah meniiwal UUD 1845 itu sendiri, artinya =sila-
sila dari Pancasila dijabarkan dalsm passal-pazgsl UUD
1945, Selsnintnya di  dalam UUD 1945, pengaturran
mangenal  tanabh tertuang dalam pasal 33 syvat 3 yang

herbunyi
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“Buowi, alir dan ruang angkasa serta kekavaan zslanm

vang Lerkandung di dalamnya dikuasszal oleh negara
ilan dipergunakan untuk sebesar-besarnys
kemakmaran rakyat”.

Reterntuan vang merupakan filosofi bangsa inid
dalam nemandang bumi, air dan kekayaan alamnya
ditujukan untul kemakmuran rakyat.

Berdasarkan gikap demikian, maka keharusan
seluruh prodult hukum vang menyangkut kemakmaran rskyat
harus  bernoara  kepsada sikap dan  pandangan  tentang
siralegl pembangunan. Karena itu dalam meluruskan
sikap hangsa Indonesia dan  agar Lidak terjadi
kesimpang siuran, mska haruslash dikembsngkan dengan
sustu mekanisne sikap politik bandsa Indonesia. Sikap
vang demikian digariskan dengsn suatu kegiatan-
kegiatan kebijaksanaan yang bergerak dari political
will, programming {peraturan pelaksana),
pemasyvarakatan, execution (pei&ksana), dan

cvaluabion,

2.1. Political will

Political will ini karus ditegagkan dalam GBHN.
Jika ditihat cdulam GBHN/1988, moka masalah ini  sudab
dicantumkan dalam Bab III/B tentang : Arah Pembangunsn
Jangka Panjang, botir ke 14 ayat 3 dan 6 sebagai'
berikutl

"~ ayat 3 : Bumi, air dan kekayaan alam vang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negars dan  dipergunakan sebesar-
besarnya kemakmnran rakyat.

uval. B @ Hak milik perorangan diskui dan

pemanfaatannya tidak boleh bertentangan
dengan Repentingan umua,

Masih banyak ketentuan yang berkaitan dengan
pasal 33 ayal 3 UUD 1945 yang merupaksn dasar gersk
langkah UUPA sebagal peraturan seperti pada Bab 1V,
D.30 vang berbunyi

Peranar Unding-unisng Foiah graria Pada Pembangunsn Jangka Panjang Tahap I1 be



“Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfastannys
harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat”.
CUntuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang
dan tata guns tanah secars naslonal. Sehingga
pemaniaatan tanah dapat dikoordinasikan antars
berbagai Jenis penggunaan dengan telsp wmemelihara
kelestarian alam dan lingkungsan, serts mencegsh
pengguriaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat
dan hkepentingan pewbangunan., Disamping 1itu perlu
dilanjutkan penataan kembali penggunaan dan penguasaan
serte pemilikan hak stas btanah.

Juga dapat dilihat dalam GBHN dalam Bab IV.D.1/
Pertandang <dan IV.D, Transmigrasi.

Apabils  Jdilibkal dalam  ketentuan UUPA, maks
pernvatann tersebut dicsntumkan juga dalam UUPA pasal
2 avat 1, pasal 6, 7, 10 dan 15. Dan UUPA ini sadalah
merupskan  penjabarasn dari ketentusn pasgsal 33 ayat 3
HUD 1945 Lersebut.

Tentunya political will ini harus tetap
dimantapkan dalam era PJPT II ini dengan mengacu
kepadsa GHHN/ 1988 untuk dituanghkan dalam
kebijaksanaan-kebijaksanaan sgelanjutnyas, maks askan
semaklin djelas peranan political will dari MPR.

Apalagi dilihat dalam UUD 1945 tidak mencantumkan
bahwa hak atas tanah itu sebagal hakk dasar manusia,.
Sehingga disinilah letak vitalnva GBHN sebadai
pemantapan  political will vang bersifat dinamis,
karena selilap 5§ tahun sekali akan ditinjau kembali
(GBHN K. Pelakssnaan : 2) "Tiap b tahun s=ekali GBHN
ditinian kemball untuk disesuaikan dengan perkembangan
kehidupan rakyat dan bangss Indonesia’.

Ssehubungan dengan pernyatasn GBHN,/1988 D.30
teritang landreform maks kReteontuvsn  Jandreform  harus
selsta dilaksanakan dalam setisp Pelita dan diperielas
mmhnmnya.

Fra globalisasi sedang melanda Indonesiaz, namun

prinsip vang utama dari hak atas tanah tentunya tidak
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boleh iterseret pada era globalisasi tersebut. Jangan
demi pembangunan dan investor asing seluruh prinsip
vang sudsh dipatok oleh UUD 1845, GBHN, Repelita, dan
UDUPA dilanggar. Sepsrti memungkinkan PMA 100%, apakah
juga boleb mempunyval hak atas tanah. Jelas_ BECHTE
tegan-tegas dilarang oleh UUPA pasal 9. Atsukah HGU
dapat. herlangsung 100 tahun, sedanghkan UUPA sudah
menggariskannya 25 - 35 tahun dengan perpanjangan 25

fahon dan setlap kali boleh diperpanjang.

2.2, Programming. (Peraturan Pelaksana)

Programming disini sdalah wmerupakan penuangan
dari selurwh political will dan strategi penbangunan
vang telah dirumuskan dsalam Repelita, ditusngkan dalam
peraturan perundangan, seperti @@ UUY  tentang Rumah
Sngun (U He. 18 tahun 19853, UU tentang Peruwmszhan dan
Pemukiman (U0 No. 4 tahun 19923  dan  UU  tentang
Penataan RBuang.,

Tugas dari programming ini adalab uwoniuk meninjau
kemballi sejumlah peraturan yang ada yang mungkin sudah
perlu direvisi, Demikian jugs ketentuan-ketentuan Hak
Milik, ketentuan Hak Tandgungan, perlu dijabarkan
dalam peraluran pelaksana.

Sevogvanys peraturan-peraturan pelaksansa HUPA

Vang telah ditvangkan dalam bentuk instruksi,

peraburan Menteri., surat-surat edaran dapat
ditingkathan mendad L uu abaupun dalam bentuk
perasiuran  pemerintak., Hal ini perln dituangkan lagi

dalaw seliap Repelilbsa.

2.3. Peuasyarakatan

Dibidang pemasyarakatan, diharapkan sdanysa
PETSaRTan perseps) terhadap pemshaman ketentuan-

fetentnan  vang telah diatur dalam GBHR Repelita,
maupnun  UUPA  oleh getiap pejabat pelaksana. Karens
masilh adanva peratﬁranwperaturan Vang diterbithkan

kKadang-kadang saling tumpang tindih atau berfentangan

Faranan tndang-driana Swer doraes Dsds Pewbanounan Jangka Panjang Tahap 11 L



Csaby deongan vang lain,

2.4, Execution._(Pelaksanaan).
Dibicdang execution diharapkan bahwa para

peliaksans terdepan, vaitu kantor Pertanahan / BPN
masih  harus menyatukan sikap dan pandangan mengenai
Lerbagail pekerjaannya, seperti : bagsiwmans pelaksanaan
konversi  fwmak atas tanah, bagaimana pelepasan hak,

hagaimana proses perslihan hak dan sebagainyas.

Z2.5. Bvaluasi

Hengadaksan  suatu  evaluasi dari pekerijasn yang
telan dilaksanakan setiap lima tahun sekall. Aps  yang
felah w=siu, apa vang baru berjalan dan apa vang sama

sekalil tidak berialan.

Banvak  pihak mazih mempertanyskan apakah UUPA
masih bisa wenampung permasalahan dimasa depan getelah
2h tahon Indonesia mewbangun. UUPA sering dipandang
sebagail  penghambal pembangunan terutama dalam  dunia
bisnis properti,

Cagl hisnis properti ketidak jelasan pelaksanaan
perature HUPA menimbulkan masalah tersendiri,
migainvs  pemnbangunan  perumahan di kawasan  industri
pulau  Batam  yang diperuntukan  bagi bﬁngﬁa aging
dengan Lajduan untuk menunjang pembangunan  di pulsu
Batam., Ternvata para investor aging dan pekeria asing
tidak  berviat dan mengundurkan  diri  untuk membeli

Cperuaaban Lersebut sebab UUPA fidak mengiszinkan orang
aging  wmemiliki  rawsh  atsupun bansh hak milik  di
Todornesia, <pasal 9 UUPAY. '

Povan UWPA vang ftowpak Jelas dslam  pelaksanzan
poenbangunan di Indonesia juga masih diteruskan dalan
FJET T adalah program Land Reform (GBHN/1882 ;. GBHN/

1988 dan  pendaftaran tanah di  seluruh wilaval
Repuhlik indonesia.

Feranen Urdamp-ungisc #unik #graria Patla Pembanguran Jangka Panjang Tahap 1! A




LAND. . REFORM

Prof . Boedi Harsono, SH berpendspsat, hahwa
perngertisn  Land Reform adalah perombakan mengenai
pemilikan dan penguasan tansh sertsa hubungan-hubungan
hukum yang bersanghkutan dengan penguassaan tanah (land
reform dalam arti sempit).
Sedangkan tujuan dari program land ~ reform cli
selenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi
penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap
fanal; sebagal  landasan atsau perasyaratan urtuk
menvelenggarakan pembangunan ekonowmi menuju masyarakst
adil makmur berdasarkan Pancasila. _

Seperti Juga yvang diamanatkan oleh Presiden
Soeharto mengenal betapa pentingnya land reform

“Land Reform adalah kebutuhan dan keharusan yang
kitn tempuh demi rasa keadilan sgosisl dan demi
penanfaatan  sebesgar-besarnya dari Lanrab  untuk
kemakwuran rakyat™.

{Amanat. Presiden Soeharto, tanggal 1 Maret 1982
dalam rapat Gubernur/ Bupati/ Walikotamadya
seluruh Indonesia).

Sodanghan rumusan GBHN / 18988 tentang land reform
adalah sebagal bherikot

“Manabh weuwpunysl fungsl sosial dan pemanlaslannysa
harus  dapah meningkatkan kesedahteraan rakyal.
Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tats
TRANE dan tata guns tanah secara nagional
gsehingga pemanfaatan tanah dapat dikoordinasi
antara berbagal Jenis psenggunaan dengan Letap

memeLihara kRelesatarian alam  dan Lingkungan,
serta wmencegah penggunaan tanah yang merugikan
Bepent ingan magyarakat dan kepentingan

penbangunan. Disawping itu perlu dilanjutkan
penataan kemball pengdunaan, penguasaan dan
pemilikan hak atas Lanah".

Sehingga dengan demikian program land reform ini

harus selalon dilaksanakan dalam setiap Pelita.

PENDAFTARAN TANAR
Trinen deri pendaftaran tanah sdalsh untuk

menjamin kepastian hokum dan kepastian hak stas tanah.

Karens kKemajuan ekonomi, maka wmakin bertambah
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banyait  tanxzh rakyst yang tersangkut dalam kegiatan

akonomi. Bertambah banyak Jual-beli, sews-menyewa,

pemberian kredit, bahkan juga timbulnys hubungan hukum
dengan orang stan badan hukum asing.

Semabungan  dengan  hal tersebut di  atas, makin
lama makin bevasa perlonya Jaminasn kepsstian hukum dan
Repastisn  hak  dalam bidang agraria. Untuk wmemenuhi
itulah UUPA dalam basal 19 memerintahkan kepada
pemerintah untuk mengadsakan pendaftaran tanah di
‘gselurnh wilayah Republik Indonesgia.

Taea 14 dengan tegas menyataksn bshwa, pendaftaran
tanabh periue diadakan "untuk menjamin kepastian: o kum
schingga vang akan diselenggsarakan adalah suatyu

"rechtskadaster”.

Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan
dibidang pendaftaran tanah, salah gabuanva adalah .
progran pensertifikatan tanah secara masal dan
penvelesalan sengketa  yang bersifat strategis.
Kegiatan lLergebut dikenal dengan PRONA vaitu Froyek
Operasi Wosional Agraria. '

Tugvan dari pelaksanaan PRONA adalsah
1. Membaerikan rangsangan kepada magyarakat pada.

khnsusnya  pemegang hak atas tansh untuk bersedia
menbuat sertifikat atas hanya tersebni.

A, Membantu  pemerintsh dalam ha! wevciphtakan  susato
snorana Kehidupan magyaraksl vang aman dan tenbtram.

3. Menvmbohkan kegsadaran bhokom wasyarakst dalam bhidang
pres b A,

4. Hemambuhkan partisipasi masyarakat kKhususnya
pemilik fanah dalam menciptakan stabilitas politik
serta pemnbangunan di bidang ekonowmi.

. Mernambahkan rasa kebersamaan dan burut  wmembantu
p#marintah dalam menvelesaikan senghketa-senghketa
pértanahan. ‘

6. Memberikan Repastian hukum kepsdaz pemegang hak atas

tanat.
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7. Hewbismashkan masyarakat pemilik tanah untuk
mempunyvai alat bukti otentik hak atas tanahnya,

PRONA lahir padas pertengahan Pelita III, dimana

di bidesng pertanahan Departemen Dalam WNegeri o.q.

Direktorat Jendral Agraria t{elah menetapkan program

tahunan  sebagail upaya memberi pendekatén dengan cara

penecaban serta  konsepsional terhadap masalah-

nasalah pertanahan di Indonesia.

PRONA lahir bukan hanva untuk usaha
pensertilfikatan Lanab ssia, bLetapi lebib  dari itu
hevusaha memper lancar semua  kegistan vang arat

mlmmgennyva olengan tansah, antara lain wmasalah

1. Pendattaran tanah.

7. Penvelagnian sengketa-sengketa pertanahan.

3. Sevtitikat masal,
4. Peraliban hak atas tanah.
Ho Memadinhban partisipasi masgvarakat demi kepentingan

bangsas dan nedgars.,

Sementara 1bua pewerintah Juga telah wmenetapkan

Catur Tertib Pertanahan vang merupakan realisasi  dari
GBHHM, veaiim
L. Tertilh hukuwm pertanahan.

2.0 Tertib administrasl pertanshan.

o]

Tertilh ponggunaan tanah.

;ﬁ_

Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
Sebagail Lidalk Jdanjut dari Catur Tertib Pertanahan,
Menteri Dalam Hegerl dalam hal ini Dirjen Agraris
mengamb il langhkah-langkah penting antara lain usaha-
unaha peningkatan kesejishteraan masyarakat melalui
kegiatan pembuatan sertifikat tanah secara massal.

PRONA dilaksanaksn secara bertahap pertahun
ANEE 3T AN yang meliputi seluruh wilayah-wilavah
Todonesia.

Poraturan tentang pendaftaran Tanah distur dalam
PP tahun 1981 yang merupskan peraturan pelaksana
dari pons 19 UUAP. Seadanghkan sumnber politik
perfanahan di Indonesia sdalah pasal 33 (3) UUD 1945,

wargmuralane T orartd Pac o rqunan Jaso s Panfang fahap 11 i3



landasan legalitas geral  herlakunya

ovang mepnpakan
cdi

HUFA  sebagat DU yang mengatur tentang pertanaban

Tudonesia vang nergifat Nasional.
Cenean demikian pevan UUPA dalam era PJIPT 11X ini

pasal 33 avet 3 UUD 18945  dapat

abtas  davsar etonloaan

Leras berperan aktit  dalaw mengisi pembangunan

indonesia nelslul prograv-programnnys unituk  mewnjudhkan

kesedabberaan  dan kewakmuran bagil bangsa  dan negara

Livdlariesia,
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CUUPA vang merapzkan persinran pelashksans dard pasal 33

avat 3 UUD 1945 mempunnyal posisgi yang  sangsabl Lepal
sebadu penjabaran dari sumber politik hkam
pevbanahan di o Indonesia,  karena  UUPA neletakkan

Adoser -dasar bagl penvusunan hukum perianshan nasional

vang wmerupakan  alat untuk membaws  kemakwmoran  doe

keadilan hagi rakyat dan negara Indonesia.

HUOFA mewujndkan cita-cita pemnbangunan Indonesia vaitn
masvarakat  vang sejshtera, adil dan  makmuer. Ksrcus
salali satu Lbuiuan UUPA sadalah  wmewbevrikan kepastian
hukum Lagl hak-hek atas Lanab rakyat,

Twainan  Pemnbangunan Jangka Pandang Tahap 1L adalah
meninghatkan, kwalitas sumber dayas wanusia Indonesia
senbuhnyn . Sehingga profesionalisme para pelak=ana
Agraria  dadtam hal  ini adealab  aparat  BIPH perln
dibiagikatkan  agar  hokum Agrarvia dapal  dibtegakkan,
seevnat dengan bujdusnnya vaituy  mencspal  masyarakat

scbil o dan wakwor geldahlbera, tenbram labilr dan balin.
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